






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sosioekonomi, 
yaitu IPM, persentase penduduk miskin, dan proporsi belanja sosial serta faktor 
politik yaitu perolehan suara presiden, konstelasi politik, dan tingkat kompetisi 
politik dengan variabel kontrol tahun pemilu dan pra pemilu terhadap distribusi 
anggaran CCT. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel perolehan 
suara presiden dan tingkat kompetisi politik berpengaruh terhadap distribusi 
anggaran CCT. Hal ini berarti pemerintah akan mengalokasikan anggaran CCT 
lebih besar kepada daerah yang memberikan dukungan lebih besar kepada 
presiden dan mempunyai tingkat kompetisi politik yang lebih ketat. Secara umum 
hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi anggaran CCT lebih dipengaruhi  
oleh faktor politik dibandingkan dengan faktor sosioekonomi. Tidak adanya 
pengaruh faktor sosioekonomi terhadap distribusi CCT mengindikasikan bahwa 
CCT yang merupakan program perlindungan sosial, tidak dapat melakukan fungsi 
redistribusi.  
1.2. Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data hasil pemilu yang 
dipublikasikan oleh KPU RI dan data belanja sosial yang dipublikasikan oleh 
DJPK Kementerian Keuangan tidak lengkap untuk seluruh daerah yang menjadi 





yang digunakan lengkap. Proksi untuk mengukur tingkat kemiskinan dalam 
penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin sehingga tidak dapat 
menunjukkan tingkat kemiskinan yang sebenarnya di suatu daerah dan tidak dapat 
mengukur seberapa miskin seseorang. Selain itu, peneliti mengacu pada literatur 
di negara lain untuk mengukur konstelasi politik di Indonesia, sehingga perbedaan 
sistem dan kondisi politik menjadikan pengukuran konstelasi politik tidak 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya di Indonesia. 
1.3. Saran 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor politik berupa perolehan suara 
presiden dan tingkat kompetisi politik berpengaruh positif terhadap distribusi 
anggaran CCT, sedangkan faktor politik, yaitu konstelasi politik dan faktor 
sosioekonomi tidak berpengaruh terhadap distribusi anggaran CCT. Untuk 
penelitian selanjutnya, dapat dilakukan perubahan pengukuran atas variabel 
konstelasi politik serta menambah faktor sosioekonomi. Penelitian mengenai 
political budget cycle juga dapat menggunakan program-program perlindungan 
sosial berskala nasional yang lain, seperti Bantuan Langsung Tunai dan PNPM 
sebagai variabel dependennya. 
1.4. Implikasi 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut: 
1. Adanya kriteria politik yang mempengaruhi distribusi CCT menunjukkan 
bahwa PKH masih belum optimal dalam menjalankan fungsi redistribusi. 
Kementerian Sosial selaku institusi penyusun regulasi terkait PKH 





masalah kemiskinan di Indonesia dengan cara membuat regulasi yang lebih 
rinci terkait mekanisme penentuan penerima PKH. 
2. Kementerian Sosial membuat mekanisme reviu atas alokasi dan penerima 
manfaat PKH agar PKH tepat sasaran dan meminimalisasi kriteria politik 
yang dapat mempengaruhi distribusi PKH. 
 
 
